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SIPNOSIS

Buku Hukum Pidana Perbankan membahas secara komprehensif aspek-aspek pidana yang
terkait dengan sektor perbankan di Indonesia. Buku ini mengupas tuntas berbagai bentuk
kejahatan perbankan seperti tindak pidana perbankan, pencucian uang, fraud perbankan, serta
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi. Buku ini merupakan kajian mendalam tentang hukum pidana yang mengatur
dan menanggapi tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan. Buku ini dirancang
untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai dasar hukum, jenis-
jenis kejahatan perbankan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum di sektor
ini. Selain itu, buku ini juga mencakup analisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem

hukum dalam mengatasi kejahatan-kejahatan perbankan di era digital dan globalisasi.

Penulis juga mengeksplorasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perbankan itu
sendiri, dan bagaimana tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada lembaga perbankan
tersebut. Hal ini mencakup topik tentang kebijakan internal bank, pengawasan oleh otoritas
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta pengaturan hukum yang

mengatur perilaku bank dalam menjalankan bisnis mereka.

Buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi yang kaya akan teori hukum dan kasus-kasus
aktual, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa hukum, praktisi perbankan,
pengacara, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam dunia perbankan. Dengan bahasa
yang jelas dan mudah dimengerti, buku ini memberikan panduan lengkap untuk memahami

dan menangani isu-isu hukum pidana yang berkaitan dengan industri perbankan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana perbankan merupakan refleksi dari evolusi sistem
perbankan global yang semakin kompleks dan terintegrasi. Sistem perbankan memiliki
peran penting dalam perekonomian suatu negara, namun di sisi lain juga rentan
terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, dan
penggelapan dana. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan dirumuskan untuk
memberikan perlindungan dan menjaga integritas sistem keuangan. Untuk memahami
konteks ini, perlu ditelusuri sejarah perkembangan hukum pidana perbankan dari
masa awal hingga era kontemporer.

a. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Perbankan
1.1. Awal Mula Sistem Perbankan

Sistem perbankan yang dikenal saat ini bermula dari praktik-praktik keuangan
sederhana pada peradaban kuno. Di Mesopotamia dan Mesir Kuno, terdapat lembaga-
lembaga yang berfungsi sebagai penyimpanan barang berharga dan pemberian
pinjaman. Meskipun belum ada regulasi hukum pidana yang eksplisit, transaksi
keuangan ini sudah diatur oleh norma sosial dan hukum setempat yang melibatkan
hukuman fisik atau kompensasi bagi pelanggar (McIntosh, 2017).

Pada era Yunani dan Romawi Kuno, praktik perbankan menjadi lebih terorganisir
dengan adanya fasilitas penyimpanan uang, pemberian pinjaman, dan jasa keuangan
lainnya. Namun, sistem hukum yang ada lebih fokus pada peraturan sipil ketimbang
pidana, sehingga kasus-kasus pelanggaran seperti penipuan perbankan biasanya
diselesaikan melalui kompensasi atau penyitaan aset (Von Fritz, 1943).

1.2. Perkembangan pada Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, perbankan mulai berkembang di Eropa, terutama di Italia
dengan berdirinya bank-bank besar seperti Bank Medici. Pada periode ini, risiko
kejahatan seperti penggelapan dan penipuan meningkat, tetapi pengaturan hukum
masih minim. Regulasi perbankan lebih bersifat lokal dan tidak ada hukum pidana
perbankan yang komprehensif (De Roover, 1963). Bankir yang terbukti melakukan
kejahatan sering kali hanya dikenai hukuman administratif atau perdata.

Namun, pada abad ke-12 hingga ke-15, Gereja Katolik mulai memperkenalkan larangan
riba atau bunga pinjaman yang terlalu tinggi, yang juga dianggap sebagai bentuk
pelanggaran moral dan sosial. Meskipun bukan hukum pidana perbankan dalam arti
modern, langkah ini menunjukkan adanya kontrol terhadap praktik keuangan yang
tidak etis (Noonan, 1957).

1.3. Revolusi Industri dan Regulasi Perbankan Awal

Periode Revolusi Industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan signifikan
dalam sistem keuangan. Lembaga perbankan menjadi lebih penting sebagai penyedia
modal bagi industri yang berkembang pesat. Untuk pertama kalinya, negara mulai
mengeluarkan undang-undang yang secara langsung mengatur operasi bank dan
memberikan dasar bagi hukum pidana perbankan.
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Di Inggris, Bank Charter Act 1844 mengatur penerbitan uang kertas oleh bank swasta
dan memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat (Clapham, 1944). Di
Amerika Serikat, National Bank Act 1863 menjadi landasan bagi pembentukan sistem
perbankan nasional dan pengawasan terhadap operasional bank. Namun, pelanggaran
yang terjadi di sektor perbankan masih lebih sering dikenai sanksi administratif dan
perdata daripada pidana (White, 2011).

1.4. Abad ke-20: Munculnya Hukum Pidana Perbankan Modern

Pada awal abad ke-20, krisis keuangan global seperti Great Depression mendorong
negara-negara untuk memperkuat regulasi perbankan mereka. Di Amerika Serikat,
lahirnya Glass-Steagall Act 1933 memperkenalkan pemisahan antara bank komersial
dan investasi untuk mencegah konflik kepentingan dan kejahatan perbankan. Undang-
undang ini juga memungkinkan penuntutan pidana bagi pelanggaran tertentu, seperti
penipuan sekuritas dan manipulasi pasar (Kennedy, 1973).

Pada periode yang sama, negara-negara Eropa mulai memperkenalkan regulasi yang
lebih ketat. Jerman, misalnya, melalui Banking Act 1934, mulai memperketat
pengawasan terhadap bank dan memperkenalkan sanksi pidana bagi pelanggaran
serius (Hopt, 1981). Perkembangan ini menandai lahirnya hukum pidana perbankan
modern, di mana negara mengambil peran aktif dalam menindak kejahatan perbankan
yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

1.5. Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, hukum pidana perbankan mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-
20. Setelah krisis moneter 1997-1998 yang menimbulkan banyak kasus kejahatan
perbankan, pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah regulasi untuk
memperketat pengawasan terhadap bank. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun
1998 merupakan tonggak penting yang mengatur sejumlah tindakan pidana
perbankan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang (Widodo, 2012).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang lebih lanjut memperkuat kerangka hukum pidana perbankan di
Indonesia dengan memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan
keuangan. Selain itu, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011
menandai era baru dalam pengawasan sektor perbankan, di mana otoritas ini diberi
wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perbankan
(Setiadi, 2014).

1.6. Era Globalisasi dan Kerjasama Internasional

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, meningkatnya globalisasi dan integrasi
ekonomi global memunculkan tantangan baru bagi hukum pidana perbankan.
Kejahatan keuangan lintas batas seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme
memerlukan kerjasama internasional yang lebih erat. Financial Action Task Force
(FATF), yang didirikan pada tahun 1989, menjadi salah satu organisasi internasional
yang paling berpengaruh dalam mendorong standar global untuk pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme (FATF, 2012).
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Uni Eropa juga memperkenalkan sejumlah regulasi, seperti Fourth Anti-Money
Laundering Directive (EU Directive 2015/849), yang mengharuskan negara-negara
anggota untuk menerapkan standar yang lebih ketat dalam mengawasi dan menindak
kejahatan perbankan (Mitsilegas, 2016). Di Amerika Serikat, Patriot Act 2001
memperluas cakupan hukum pidana perbankan dengan memperkenalkan sanksi
pidana bagi bank yang gagal melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi
terkait dengan pendanaan terorisme (Roth et al., 2004).

1.7. Tantangan Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perbankan membuka peluang baru
bagi kejahatan perbankan. Kejahatan seperti cybercrime, penipuan kartu kredit, dan
pencucian uang melalui cryptocurrency menjadi tantangan utama yang harus dihadapi
oleh hukum pidana perbankan. Regulasi seperti General Data Protection Regulation
(GDPR) di Uni Eropa menuntut bank untuk lebih ketat dalam melindungi data pribadi
nasabah, sementara regulasi baru mengenai cryptocurrency seperti di Jepang dan
Amerika Serikat mengatur penggunaan aset digital untuk mencegah kejahatan
keuangan (Lynskey, 2015).

Di Indonesia, kasus skandal perbankan seperti Bank Century pada tahun 2008
menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum
pidana perbankan. Pembentukan OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat pengawasan sektor
perbankan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Setiadi, 2014).

b. Urgensi Studi Hukum Pidana Perbankan di Era Modern

Sistem perbankan merupakan fondasi utama dari ekonomi global dan domestik,
memberikan layanan keuangan yang memungkinkan individu, bisnis, dan negara
untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara efektif. Namun, dengan kompleksitas
yang semakin meningkat dalam teknologi, transaksi lintas negara, serta kebijakan
perbankan, risiko kejahatan dalam sektor ini pun meningkat secara signifikan.
Kejahatan perbankan di era modern, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun
eksternal, semakin sering menjadi fokus perhatian hukum pidana karena dampak
luasnya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, studi hukum pidana
perbankan di era modern menjadi sangat urgen untuk memastikan bahwa sistem
perbankan tetap berfungsi secara etis, transparan, dan aman.

2.1 Peran Perbankan dalam Ekonomi Modern

Perbankan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan
ekonomi melalui penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (deposan)
kepada pihak yang memerlukan dana (peminjam). Sebagai mediator keuangan, bank
memastikan bahwa likuiditas tersedia bagi individu dan perusahaan untuk investasi,
konsumsi, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Menurut penelitian dari Bank for
International Settlements (BIS), perbankan yang efektif dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit yang diperlukan untuk investasi
bisnis dan inovasi (BIS, 2019). Namun, dengan peran yang demikian signifikan, sektor
perbankan juga menjadi target kejahatan keuangan, seperti penipuan, pencucian uang,
dan korupsi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi dalam layanan perbankan,
jenis-jenis kejahatan perbankan juga mengalami diversifikasi. Kejahatan siber seperti
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pencurian data, hacking, serta manipulasi informasi transaksi kini menjadi ancaman
nyata bagi sistem perbankan. Di sinilah pentingnya studi hukum pidana perbankan
dalam mengatur, mencegah, dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan
ini. Keamanan siber dan perlindungan hukum yang menyeluruh sangat diperlukan
untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga keuangan.

2.2 Kejahatan Perbankan dan Hukum Pidana

Studi hukum pidana perbankan tidak hanya berkaitan dengan penanganan
pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan, tetapi juga
mencakup mekanisme pencegahan dan kebijakan yang bertujuan melindungi integritas
sektor tersebut. Terdapat beberapa jenis kejahatan utama yang secara khusus
mempengaruhi sektor perbankan di era modern:

1. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan finansial yang paling menonjol di
sektor perbankan. Proses ini melibatkan perubahan hasil kejahatan menjadi dana yang
tampak sah melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Pada era modern,
pencucian uang sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan penggunaan
teknologi keuangan (fintech), yang semakin memperumit proses deteksi dan
pencegahan. Regulasi yang kuat dan studi hukum yang mendalam diperlukan untuk
memahami modus operandi pencucian uang modern dan merancang kebijakan
pencegahan yang efektif.

Kejahatan pencucian uang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, karena
dana yang dicuci sering kali digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal lainnya, seperti
perdagangan narkoba dan pendanaan terorisme. United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) memperkirakan bahwa sekitar 2-5% dari produk domestik bruto
global, atau setara dengan sekitar $1,6 triliun, berasal dari kegiatan pencucian uang
(UNODC, 2020). Angka ini menunjukkan skala besar dari masalah ini dan urgensi
untuk mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif guna menanganinya.

2. Fraud Perbankan

Penipuan perbankan (bank fraud) juga menjadi salah satu isu utama dalam hukum
pidana perbankan. Fraud ini dapat dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri,
pelanggan, atau pihak ketiga yang berusaha mengeksploitasi kelemahan dalam sistem
perbankan. Misalnya, manipulasi akun, pemalsuan dokumen kredit, atau penipuan
kartu kredit menjadi contoh umum dari kejahatan ini. Fraud dalam sektor perbankan
tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung bagi bank, tetapi juga merusak
reputasi mereka, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik.

Hukum pidana perbankan memberikan landasan untuk memberikan sanksi kepada
pelaku penipuan dan mencegah kejahatan ini melalui regulasi yang ketat. Namun,
dengan semakin canggihnya teknologi, penipuan perbankan kini melibatkan jaringan
global yang lebih sulit dilacak. Ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif
dalam penerapan hukum pidana, termasuk kerjasama internasional dan pemanfaatan
teknologi deteksi yang lebih maju (Levi & Reuter, 2020).

3. Kejahatan Siber (Cybercrime)

Perbankan digital yang semakin berkembang memunculkan peluang baru bagi
kejahatan siber. Akses ke sistem keuangan global melalui jaringan internet
memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mengakses, mencuri, atau mengubah data
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perbankan tanpa harus berada di lokasi fisik. Kejahatan siber dalam perbankan
termasuk pencurian identitas, serangan ransomware, dan serangan Distributed Denial
of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan operasi perbankan.

Studi hukum pidana perbankan di era modern harus memperhatikan kompleksitas
kejahatan siber ini, yang sering kali melibatkan peretas (hacker) dengan kemampuan
teknologi tinggi dan jaringan global yang terorganisir. Perlindungan terhadap data
keuangan dan pengembangan kerangka hukum yang dapat menangani kejahatan lintas
negara sangat penting dalam era digital ini. Menurut laporan dari International
Monetary Fund (IMF), kerugian akibat serangan siber di sektor perbankan global
diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, yang menggarisbawahi
pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur teknologi informasi perbankan (IMF,
2021).

4. Korupsi di Sektor Perbankan

Korupsi juga menjadi masalah serius dalam sektor perbankan, khususnya di negara-
negara berkembang di mana sistem pengawasan belum terlalu kuat. Korupsi bisa
melibatkan pejabat bank yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan
pribadi atau bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menyelewengkan dana.
Praktik-praktik ini dapat merusak sistem keuangan dan meruntuhkan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Di Indonesia, misalnya, berbagai skandal korupsi dalam perbankan telah
mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum
pidana berperan dalam menindak dan mencegah perilaku korup melalui investigasi
yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Badan pengawas perbankan
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki tanggung jawab besar dalam
mengatur dan mengawasi praktik perbankan yang sehat dan transparan (O]K, 2020).

2.3 Tantangan dan Kompleksitas Hukum Pidana Perbankan

Meskipun hukum pidana perbankan telah berkembang untuk menanggulangi berbagai
bentuk kejahatan di sektor ini, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam
penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah globalisasi sistem keuangan dan
transaksi lintas negara. Dengan adanya transaksi perbankan yang melibatkan banyak
negara, penerapan hukum pidana perbankan sering kali membutuhkan kerjasama
internasional yang baik antara otoritas penegak hukum dari berbagai negara. Tanpa
kerjasama ini, upaya untuk menuntut pelaku kejahatan perbankan bisa menjadi sulit,
terutama jika pelaku berada di negara dengan regulasi yang lebih longgar.

Kompleksitas transaksi keuangan modern juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring
berkembangnya inovasi dalam teknologi keuangan, seperti penggunaan
cryptocurrency dan blockchain, penegakan hukum pidana perbankan menjadi semakin
rumit. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih anonim dan sulit dilacak,
sehingga membuka celah bagi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman
yang mendalam tentang teknologi keuangan dan pengembangan regulasi yang dinamis
agar hukum pidana perbankan tetap relevan di era modern (Choo & Smith, 2020).

2.4 Urgensi Pengembangan Studi Hukum Pidana Perbankan

Di tengah tantangan yang ada, urgensi untuk terus mengembangkan studi hukum
pidana perbankan menjadi semakin jelas. Bank merupakan tulang punggung ekonomi,
dan kejahatan yang terjadi di sektor ini memiliki dampak luas tidak hanya terhadap
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institusi perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara
keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui kebijakan, regulasi,
dan penerapan hukum pidana perbankan agar tetap mampu menghadapi tantangan
zaman.

Penelitian dan studi yang mendalam dalam hukum pidana perbankan dapat membantu
mengidentifikasi tren baru dalam kejahatan keuangan dan merumuskan strategi yang
efektif untuk menanggulanginya. Selain itu, melalui kolaborasi internasional dan
adopsi teknologi baru, sistem hukum dapat memperkuat pengawasan dan penegakan
hukum di sektor ini. Pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, regulator,
serta pelaku industri perbankan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan
bahwa semua pihak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi
ancaman-ancaman baru yang muncul di era digital.

Hukum pidana perbankan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam
menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Dengan
perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, sektor perbankan menghadapi
berbagai tantangan baru yang membuat kejahatan perbankan menjadi lebih kompleks
dan lintas batas. Oleh karena itu, studi hukum pidana perbankan memiliki urgensi yang
semakin tinggi di era modern ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa studi
hukum pidana perbankan menjadi sangat penting dalam konteks kontemporer.

2.4.1. Meningkatnya Kompleksitas Kejahatan Perbankan

Perbankan adalah sektor yang sangat rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, seperti
penipuan (fraud), pencucian uang (money laundering), dan pendanaan terorisme
(terrorist financing). Menurut laporan dari Financial Action Task Force (FATF),
kejahatan keuangan lintas negara telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade
terakhir, terutama dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan transaksi
keuangan dilakukan secara digital dan anonim (FATF, 2020).

Kejahatan perbankan modern tidak hanya melibatkan individu tetapi juga sindikat
kriminal internasional yang menggunakan berbagai metode canggih untuk mencuci
uang hasil kejahatan atau mendanai aktivitas terorisme. Misalnya, penggunaan
cryptocurrency sebagai alat untuk mencuci uang atau mendanai kegiatan ilegal
menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh hukum pidana perbankan (Europol,
2020).

Di Indonesia, kasus-kasus seperti skandal Bank Century dan Bank Bali menunjukkan
bagaimana kompleksitas kejahatan perbankan dapat mengancam stabilitas ekonomi
nasional. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kejahatan perbankan akan
menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan memicu
krisis ekonomi yang lebih luas (Setiadi, 2014).

2.4.2. Globalisasi dan Tantangan Lintas Batas

Globalisasi ekonomi membuat sistem perbankan dan keuangan antarnegara semakin
terintegrasi. Hal ini membawa risiko kejahatan perbankan lintas batas yang semakin
besar. Studi hukum pidana perbankan menjadi penting untuk memahami bagaimana
hukum nasional dapat berkoordinasi dengan hukum internasional dalam menangani
kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi.
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Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kejahatan pencucian
uang lintas batas mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS per tahun, yang mencakup
sekitar 2-5% dari PDB global (UNODC, 2019). Perjanjian internasional seperti United
Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Financial
Action Task Force (FATF) telah menetapkan kerangka hukum global untuk
memberantas kejahatan perbankan lintas batas. Namun, implementasinya masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kerjasama antarnegara dan
harmonisasi hukum (Savona & Riccardi, 2017).

Di Indonesia, tantangan kejahatan perbankan lintas batas semakin nyata dengan
adanya kasus-kasus seperti pencucian uang yang melibatkan penggunaan rekening
bank asing atau skema transfer dana ilegal melalui sistem perbankan internasional.
Oleh karena itu, studi hukum pidana perbankan yang menyoroti aspek kerjasama
internasional sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum
(Widodo, 2012).

2.4.3. Perkembangan Teknologi dan Ancaman Cybercrime

Teknologi informasi telah merevolusi industri perbankan dengan memperkenalkan
layanan digital seperti mobile banking, e-wallet, dan transaksi online. Namun,
kemajuan ini juga diiringi dengan munculnya ancaman baru seperti cybercrime, yang
mencakup pencurian data nasabah, penipuan kartu kredit, hingga serangan
ransomware terhadap sistem perbankan.

Menurut laporan dari INTERPOL, kasus kejahatan siber di sektor perbankan
meningkat lebih dari 50% pada tahun 2020, seiring dengan meningkatnya penggunaan
layanan digital akibat pandemi COVID-19 (INTERPOL, 2021). Kejahatan ini tidak hanya
merugikan bank dan nasabah, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan
secara keseluruhan. Studi hukum pidana perbankan yang komprehensif diperlukan
untuk mengembangkan strategi hukum yang efektif dalam menangani ancaman
cybercrime ini (Casey, 2021).

Indonesia juga tidak luput dari ancaman kejahatan siber. Pada tahun 2020, terdapat
lebih dari 15 juta kasus serangan siber yang menargetkan sektor perbankan dan
keuangan di Indonesia, termasuk upaya peretasan dan pencurian data nasabah (Badan
Siber dan Sandi Negara, 2021). Dengan demikian, penting untuk mengembangkan
kerangka hukum pidana perbankan yang mampu mengantisipasi dan merespon
kejahatan-kejahatan tersebut.

2.4.4. Kebutuhan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Kuat

Regulasi perbankan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif adalah kunci dalam
mencegah dan menanggulangi kejahatan perbankan. Di banyak negara, termasuk
Indonesia, masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum yang
membuat pelaku kejahatan perbankan sulit untuk ditindak. Hal ini disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber
daya penegakan hukum, dan celah hukum yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

Laporan dari Bank Dunia menyebutkan bahwa sekitar 70% negara berkembang masih
memiliki kerangka regulasi yang lemah dalam mengatur sektor perbankan, yang
membuat mereka rentan terhadap kejahatan perbankan dan Kkrisis keuangan (World
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Bank, 2020). Di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Perbankan No. 10
Tahun 1998 dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010,
implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi
kompleksitas kejahatan perbankan modern (Setiadi, 2014).

2.4.5. Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Keuangan

Kejahatan perbankan tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga dapat
berdampak langsung pada nasabah dan stabilitas keuangan negara. Penipuan
perbankan, penggelapan dana nasabah, hingga kebangkrutan bank akibat manajemen
yang buruk dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem
keuangan. Hal ini dapat memicu penarikan dana secara besar-besaran (bank run), yang
berpotensi memicu krisis keuangan yang lebih luas (Diamond & Dybvig, 1983).

Studi hukum pidana perbankan yang fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas
keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi dan
kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Dalam konteks ini, peran
regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menjadi sangat penting
untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada dan mengambil
tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (Widodo, 2012).

2.4.6. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Selain aspek teknis, studi hukum pidana perbankan juga harus mempertimbangkan
dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kejahatan perbankan. Misalnya,
tingkat korupsi yang tinggi, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya literasi keuangan
dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan perbankan. Di Indonesia, studi dari
Transparency International menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di sektor
publik dan swasta dapat berkontribusi pada maraknya kejahatan perbankan seperti
suap dan gratifikasi (Transparency International, 2020).

Studi hukum pidana perbankan yang komprehensif harus mencakup analisis terhadap
faktor-faktor sosial dan ekonomi ini untuk dapat mengembangkan kebijakan hukum
yang lebih efektif dan kontekstual.

c. Peran Perbankan dalam Perekonomian dan Risiko Penyalahgunaan

Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Sebagai bagian
integral dari sistem keuangan, bank tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan
penyimpanan dana, tetapi juga sebagai lembaga yang memfasilitasi aliran modal di
masyarakat. Fungsi utama perbankan meliputi perantara keuangan (financial
intermediary), penyedia likuiditas, pengelola risiko, dan penentu kebijakan moneter
melalui interaksi mereka dengan bank sentral. Namun, di sisi lain, perbankan juga
menghadapi risiko besar terkait dengan penyalahgunaan, seperti tindak pencucian
uang (money laundering), pendanaan terorisme, serta korupsi. Risiko-risiko ini dapat
mengancam stabilitas ekonomi dan reputasi lembaga keuangan itu sendiri, sehingga
memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat.

3.1 Peran Perbankan dalam Perekonomian

Secara umum, bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih
(penyimpan atau deposan) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam atau
investor). Fungsi perantara ini membuat bank menjadi agen penting dalam
mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas ke dalam sektor-sektor yang
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paling produktif di ekonomi. Melalui sistem kredit, perbankan mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah,
bisnis besar, serta proyek-proyek infrastruktur publik. Dalam konteks yang lebih luas,
bank juga memainkan peran dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui
pembiayaan investasi, peningkatan konsumsi, dan pengembangan sektor swasta.

Sebagai contoh, melalui mekanisme intermediasi keuangan, bank mampu
mengumpulkan dana dari banyak deposan kecil dan mendistribusikannya kepada
peminjam yang lebih besar yang mungkin tidak dapat mengakses pasar keuangan
secara langsung. Fungsi ini menciptakan manfaat dalam bentuk efisiensi ekonomi
karena bank dapat menilai risiko kredit dan mendiversifikasi portofolio pinjaman.
Menurut sebuah laporan dari International Monetary Fund (IMF), perbankan yang
berfungsi dengan baik sangat penting bagi stabilitas dan efisiensi perekonomian,
karena mereka mampu meminimalkan risiko dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi (IMF, 2020).

Selain itu, bank juga berperan sebagai penyedia likuiditas dalam ekonomi. Ketika
deposan memerlukan dana mereka, bank harus memiliki cadangan yang cukup untuk
memenuhi penarikan tersebut, bahkan saat sebagian besar dana telah dipinjamkan.
Hal ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola likuiditas mereka
dengan lebih baik, tanpa harus khawatir tentang mengamankan dana mereka di masa
depan. Fungsi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas.

3.2 Risiko Penyalahgunaan dalam Sistem Perbankan

Namun, di balik peran pentingnya dalam perekonomian, sektor perbankan juga
menghadapi risiko yang cukup besar. Salah satu risiko terbesar adalah
penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan
bank dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak
kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, serta
penipuan keuangan.

a. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari
kegiatan ilegal melalui serangkaian transaksi bank atau investasi yang tampak sah. Ini
adalah salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum dalam sistem perbankan.
Bank sering kali menjadi target pencucian uang karena besarnya jumlah uang yang
mengalir melalui lembaga keuangan ini setiap hari. Menurut United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC), sekitar 2-5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia, atau
sekitar $800 miliar hingga $2 triliun, diperkirakan berasal dari hasil pencucian uang
(UNODC, 2019).

Bank yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat dan kebijakan pencegahan
pencucian uang yang efektif akan rentan terhadap risiko ini. Kegagalan untuk
mencegah pencucian uang dapat mengakibatkan sanksi hukum, kehilangan reputasi,
serta kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, regulator keuangan di banyak
negara telah memberlakukan aturan anti-pencucian uang (AML - Anti Money
Laundering) yang ketat, yang mewajibkan bank untuk memantau aktivitas pelanggan,
melaporkan transaksi mencurigakan, serta melakukan verifikasi identitas secara
menyeluruh (due diligence).

b. Pendanaan Terorisme
UNIVERSITAS MEDAN AREA HUKUM PIDANA PERBANKAN nms
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Selain pencucian uang, bank juga dapat menjadi alat bagi pendanaan terorisme.
Pendanaan terorisme melibatkan penyediaan dana untuk organisasi teroris yang
sering kali disalurkan melalui sistem perbankan untuk menyamarkan sumber dan
tujuan dana. Meskipun dana yang digunakan untuk mendanai terorisme mungkin lebih
kecil dibandingkan dengan uang yang terlibat dalam pencucian uang, dampaknya bisa
jauh lebih merusak, tidak hanya bagi sistem keuangan, tetapi juga bagi keamanan
nasional.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif internasional telah diambil, termasuk
kebijakan yang digerakkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang merumuskan
standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank di
seluruh dunia kini diharuskan untuk mematuhi peraturan FATF ini, yang mencakup
penilaian risiko yang lebih ketat, pelacakan aliran dana lintas batas, serta peningkatan
kerjasama antara lembaga keuangan dan otoritas penegak hukum (FATF, 2021).

c. Korupsi dan Penipuan Keuangan

Risiko lainnya adalah korupsi dan penipuan dalam sistem perbankan. Bank dapat
menjadi sarana bagi pejabat korup atau pelaku kriminal untuk menyembunyikan hasil
kejahatan atau memfasilitasi transaksi yang melibatkan suap. Penipuan keuangan
seperti skema Ponzi, pemalsuan identitas, dan pencurian data pribadi juga sering kali
dilakukan melalui sistem perbankan.

Dalam beberapa kasus, korupsi yang terjadi di dalam lembaga perbankan itu sendiri
dapat memperburuk masalah ini. Skandal korupsi perbankan dapat menyebabkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mengakibatkan
penarikan besar-besaran dana dari bank, yang pada gilirannya dapat mengganggu
stabilitas keuangan. Oleh karena itu, integritas perbankan harus dijaga dengan regulasi
yang ketat dan mekanisme pengawasan internal yang kuat (Transparency
International, 2020).

3.3 Tindakan Pencegahan dan Peran Regulator

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, regulator keuangan di seluruh dunia telah
memperkenalkan berbagai kebijakan dan aturan untuk mengawasi sektor perbankan.
Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (O]JK) memainkan peran penting dalam
mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, memastikan bahwa bank
mematuhi peraturan mengenai anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan
terorisme, serta pengendalian risiko operasional dan kredit.

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dengan menetapkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat.
Selain itu, inisiatif internasional seperti Basel III yang diperkenalkan oleh Basel
Committee on Banking Supervision, menetapkan standar permodalan yang lebih ketat
serta memperkenalkan persyaratan likuiditas yang dirancang untuk memastikan
bahwa bank tetap dapat bertahan dalam kondisi krisis keuangan (Bank for
International Settlements, 2019).

Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, bank juga diharapkan untuk
mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri dari penyalahgunaan. Ini termasuk
penerapan sistem keamanan yang canggih untuk mencegah serangan siber,
memperkuat prosedur kepatuhan, serta mendidik karyawan tentang tanda-tanda
potensial dari aktivitas keuangan ilegal.
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3.4 Dampak Terhadap Perekonomian

Penyalahgunaan dalam sistem perbankan tidak hanya berdampak pada bank itu
sendiri, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika bank terlibat dalam
skandal keuangan atau gagal mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme,
kepercayaan publik terhadap sektor keuangan bisa menurun drastis. Hal ini dapat
mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor, mengurangi aliran investasi, dan pada
akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, ketika perbankan berfungsi dengan baik dan bebas dari penyalahgunaan,
mereka dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Kepercayaan terhadap sistem keuangan memungkinkan
aliran modal yang lebih efisien, mendorong inovasi dan ekspansi bisnis, serta
menciptakan lapangan kerja. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi semua
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan bank itu sendiri, untuk
terus bekerja sama dalam memastikan bahwa sektor perbankan tetap aman,
transparan, dan bebas dari risiko penyalahgunaan.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Perbankan
a. Definisi dan Batasan Hukum Pidana Perbankan

Perbankan merupakan bagian integral dari perekonomian modern, namun keberadaan
perbankan tidak terlepas dari berbagai ancaman dan tantangan, termasuk tindakan
kriminal. Hukum pidana perbankan berperan dalam mengatasi dan mencegah berbagai
kejahatan yang terjadi dalam lingkup perbankan, baik yang dilakukan oleh pihak
internal bank maupun oleh pihak eksternal. Dengan perkembangan teknologi,
digitalisasi, dan globalisasi sistem keuangan, ruang lingkup hukum pidana perbankan
pun semakin meluas dan kompleks. Dalam konteks ini, memahami definisi dan batasan
hukum pidana perbankan menjadi penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis
kejahatan yang relevan serta upaya pencegahannya.

2.1 Definisi Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur
perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sektor
perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta memberikan sanksi bagi pelaku
kejahatan tersebut. Kejahatan perbankan ini mencakup segala bentuk tindakan ilegal
yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengeksploitasi
sistem perbankan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang
melanggar hukum.

Menurut Simons (2020), hukum pidana perbankan berfokus pada perlindungan
integritas sistem perbankan dari tindakan kejahatan seperti penipuan, penggelapan,
pencucian uang, pendanaan terorisme, dan bentuk-bentuk kejahatan finansial lainnya.
Kejahatan ini tidak hanya berpotensi merugikan bank secara finansial, tetapi juga
dapat mengancam stabilitas ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap
sistem keuangan. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan berperan penting dalam
menjaga ketertiban ekonomi dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu
keamanan keuangan.

2.2 Batasan Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan memiliki beberapa batasan yang meliputi cakupan
kejahatan yang relevan dengan perbankan, yurisdiksi hukum, serta peran regulator

UNIVERSITAS MEDAN AREA HUKUM PIDANA PERBANKAN 1/25

Document Accep]
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)13/11/25



Isnaini - Hukum Pidana Perbankan

dalam penegakan hukum. Penting untuk menetapkan batasan ini agar dapat
membedakan antara tindakan ilegal yang bersifat perdata dan yang masuk dalam
ranah pidana, serta memahami cakupan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

1. Cakupan Kejahatan dalam Hukum Pidana Perbankan

Kejahatan dalam hukum pidana perbankan mencakup berbagai tindakan yang
merugikan bank, nasabah, atau sistem keuangan secara umum. Menurut Levi (2021),
terdapat empat kategori utama dalam hukum pidana perbankan:

a. Penipuan Perbankan (Bank Fraud)

Penipuan perbankan mencakup segala tindakan curang yang dilakukan untuk
memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara yang tidak sah, seperti pemalsuan
dokumen keuangan, manipulasi data, atau pencurian identitas. Contoh umum dari
penipuan perbankan adalah skema Ponzi, di mana dana yang diinvestasikan oleh
nasabah digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama, sementara
tidak ada investasi nyata yang terjadi.

b. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara
ilegal melalui serangkaian transaksi perbankan yang tampaknya sah. Pencucian uang
sering kali terkait dengan kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau
pendanaan terorisme. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC,
2021), pencucian uang diperkirakan mencapai 2-5% dari PDB global setiap tahun, yang
menyoroti skala besar dari kejahatan ini.

C. Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing)

Pendanaan terorisme adalah tindakan pengumpulan atau pemindahan dana yang
digunakan untuk mendukung aktivitas teroris. Meskipun dana yang digunakan untuk
kegiatan terorisme sering kali relatif kecil dibandingkan dengan kejahatan keuangan
lainnya, dampaknya bisa sangat merusak. Karena itu, regulator keuangan di seluruh
dunia telah memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah aliran
dana ke kelompok teroris, termasuk standar yang dikembangkan oleh Financial Action
Task Force (FATF).

d. Kejahatan Siber (Cybercrime)

Dengan berkembangnya teknologi perbankan digital, ancaman Kkejahatan siber
terhadap bank telah meningkat secara signifikan. Kejahatan ini meliputi serangan
terhadap sistem perbankan yang bertujuan untuk mencuri dana, mencuri data
pelanggan, atau melumpuhkan operasi bank melalui serangan siber. Kejahatan siber
dalam perbankan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih canggih untuk
melindungi integritas sistem digital dan keamanan data pelanggan (OECD, 2020).

2. Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan sering kali melibatkan yurisdiksi internasional karena sifat
global dari transaksi keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering terlibat
dalam transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum. Dalam
beberapa kasus, pelaku kejahatan perbankan dapat beroperasi dari negara yang
memiliki regulasi perbankan yang lebih longgar, atau berusaha menyembunyikan hasil
kejahatan melalui bank yang beroperasi di negara lain.

Document Accep]

UNIVERSITAS MEDAN AREA HUKUM PIDANA PERBANKAN 1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)13/11/25



Isnaini - Hukum Pidana Perbankan

Kerjasama internasional sangat penting dalam penegakan hukum pidana perbankan
lintas negara. Organisasi seperti Interpol dan Europol memainkan peran penting dalam
memperlancar penyelidikan internasional dan menuntut pelaku kejahatan perbankan.
Selain itu, perjanjian ekstradisi antara negara-negara juga menjadi komponen penting
dalam membawa pelaku kejahatan ke hadapan hukum. Dalam konteks ini, hukum
pidana perbankan mencakup instrumen hukum internasional seperti FATF yang
membantu mengoordinasikan tindakan melawan pencucian uang dan pendanaan
terorisme di tingkat global (FATF, 2021).

3. Peran Regulator dalam Hukum Pidana Perbankan

Di banyak negara, regulator perbankan seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan
perbankan. Regulator ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasi bank dan
memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku terkait anti-pencucian
uang, keamanan siber, dan pengelolaan risiko operasional.

Sebagai contoh, di Indonesia, OJK mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan
melalui penerapan kebijakan dan standar yang dirancang untuk melindungi integritas
sistem keuangan. Selain itu, OJK bekerja sama dengan penegak hukum untuk
mendeteksi dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Menurut OJK (2021),
berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat regulasi sektor perbankan,
termasuk melalui pengembangan sistem pelaporan transaksi mencurigakan dan audit
internal yang lebih ketat.

2.3 Tujuan Hukum Pidana Perbankan

Tujuan utama dari hukum pidana perbankan adalah untuk melindungi integritas
sektor perbankan dan mencegah tindakan kriminal yang dapat merugikan nasabah,
lembaga keuangan, dan ekonomi secara umum. Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Arner (2018), hukum pidana perbankan berperan dalam:

1. Perlindungan terhadap Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang paling rentan terhadap kejahatan perbankan. Hukum
pidana perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah
dari tindakan penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan
adanya mekanisme hukum yang jelas, nasabah dapat mengajukan tuntutan hukum
terhadap pelaku kejahatan dan mendapatkan keadilan.

2. Pencegahan Kejahatan Keuangan

Hukum pidana perbankan juga berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap kejahatan
keuangan. Melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, hukum ini bertujuan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya
pelanggaran serupa di masa depan. Efektivitas hukum pidana perbankan dalam
mencegah kejahatan keuangan sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak
hukum untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara tepat waktu.

3. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap bank
dan lembaga keuangan. Kejahatan di sektor perbankan, seperti pencucian uang atau
pendanaan terorisme, dapat merusak kepercayaan ini dan menyebabkan
ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana perbankan bertujuan untuk
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menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa kejahatan-kejahatan
tersebut ditindak dengan cepat dan tegas.

2.4 Tantangan dalam Penerapan Hukum Pidana Perbankan

Meskipun hukum pidana perbankan memiliki kerangka hukum yang jelas, tantangan
tetap ada dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Salah satu tantangan terbesar
adalah globalisasi sistem keuangan, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih
kompleks. Kejahatan perbankan sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan
penggunaan teknologi canggih, yang membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi
lebih sulit.

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga menambah tantangan baru
bagi hukum pidana perbankan. Inovasi seperti mata uang kripto (cryptocurrency) dan
teknologi blockchain membuat aliran dana lebih anonim dan sulit dilacak, sehingga
membuka peluang baru bagi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Oleh
karena itu, hukum pidana perbankan harus terus diperbarui untuk mengikuti
perkembangan teknologi dan kejahatan modern (Zohar & Wilkinson, 2020).

b. Aspek-aspek yang Dicakup: Korupsi, Penipuan, Pencucian Uang, dan Lainnya

Hukum pidana perbankan merupakan cabang hukum yang memiliki cakupan luas dan
kompleks, mencakup berbagai tindakan kriminal yang dapat terjadi dalam dunia
perbankan. Dengan berkembangnya teknologi, globalisasi, dan digitalisasi, kejahatan-
kejahatan dalam perbankan tidak hanya terbatas pada tindakan tradisional seperti
penipuan atau penggelapan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kejahatan modern
seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan korupsi. Dalam
bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek utama yang dicakup oleh
hukum pidana perbankan, yakni korupsi, penipuan, pencucian uang, serta kejahatan-
kejahatan lainnya.

2.1 Korupsi dalam Sektor Perbankan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak, terutama dalam sektor
perbankan, karena dapat menghancurkan integritas lembaga keuangan dan merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Korupsi dalam perbankan
biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank atau pihak lain
yang bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui
cara-cara yang tidak sah.

Korupsi di sektor perbankan sering kali terjadi dalam bentuk suap, penggelapan, atau
kolusi antara pejabat bank dengan pihak eksternal, seperti pengusaha atau pejabat
pemerintah. Misalnya, pejabat bank dapat memfasilitasi pemberian kredit yang tidak
layak kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat tersebut,
dengan imbalan suap atau keuntungan pribadi lainnya. Studi oleh Transparency
International (2020) menunjukkan bahwa korupsi di sektor perbankan dapat
mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial besar, dan
ketidakstabilan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.

Korupsi dalam sektor perbankan tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi
juga berpengaruh luas terhadap perekonomian. Menurut penelitian oleh World Bank
(2019), korupsi di sektor keuangan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi,
mengurangi investasi asing, dan merusak integritas pasar. Karena itu, hukum pidana
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perbankan mencakup aturan yang sangat ketat untuk menindak kasus korupsi, baik
melalui penegakan hukum domestik maupun melalui kerjasama internasional.

2.2 Penipuan dalam Sistem Perbankan

Penipuan (fraud) adalah salah satu kejahatan paling umum dalam dunia perbankan,
dan cakupan kejahatan ini meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan
digitalisasi sistem perbankan. Penipuan perbankan mencakup berbagai bentuk
tindakan kriminal yang bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem
keuangan untuk keuntungan pribadi.

Ada beberapa bentuk penipuan yang umum terjadi dalam sektor perbankan:
1. Penipuan Kredit

Penipuan ini terjadi ketika seseorang memberikan informasi palsu untuk mendapatkan
pinjaman dari bank. Peminjam mungkin melebih-lebihkan nilai aset yang diagunkan
atau memalsukan informasi keuangan untuk mendapatkan kredit yang tidak layak.
Penipuan kredit dapat mengakibatkan kerugian besar bagi bank dan dapat merusak
kepercayaan sistem perbankan. Menurut Levi dan Burrows (2021), penipuan kredit di
negara-negara berkembang sering kali terjadi karena pengawasan dan regulasi yang
lemah, serta budaya korupsi yang meluas.

2. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan di mana investor dijanjikan keuntungan yang
sangat tinggi, namun dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan
kepada investor lama. Skema ini pada akhirnya akan runtuh ketika tidak ada lagi
investor baru yang bergabung. Salah satu contoh paling terkenal dari skema Ponzi
adalah kasus Bernie Madoff, yang menipu ribuan orang dan menyebabkan kerugian
sebesar miliaran dolar bagi para investor. Penipuan semacam ini sering kali terjadi di
sektor perbankan dan pasar keuangan karena sifatnya yang mengandalkan aliran dana
besar dari banyak individu.

3. Penipuan Kartu Kredit dan Identitas

Dengan berkembangnya transaksi elektronik, kejahatan berupa penipuan kartu kredit
dan pencurian identitas juga semakin meningkat. Penjahat dapat mencuri informasi
kartu kredit atau identitas nasabah dan menggunakannya untuk melakukan transaksi
ilegal. Menurut laporan oleh Europol (2020), kejahatan siber terkait dengan penipuan
identitas dan kartu kredit telah menjadi salah satu masalah utama di sektor perbankan
Eropa, dengan kerugian yang mencapai miliaran euro setiap tahun.

Hukum pidana perbankan memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai
bentuk penipuan ini dengan menetapkan sanksi yang berat bagi pelakunya serta
menciptakan mekanisme untuk melindungi bank dan nasabah dari ancaman penipuan.

2.3 Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana
yang diperoleh dari aktivitas ilegal sehingga uang tersebut tampak sah. Pencucian uang
adalah salah satu bentuk kejahatan finansial yang paling berbahaya dalam sektor
perbankan, karena melibatkan aliran dana yang berasal dari berbagai kejahatan serius,
seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan korupsi.
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Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020), sekitar 2-5% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) global setiap tahun berasal dari hasil kejahatan yang
dicuci melalui sistem keuangan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari
$1,6 triliun. Bank sering kali menjadi target utama untuk pencucian uang karena
mereka memainkan peran penting dalam pergerakan dana di seluruh dunia.

Pencucian uang biasanya terjadi dalam tiga tahap:

1. Placement: Dana ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan, sering kali melalui
bank. Ini bisa dilakukan dengan menyetor sejumlah besar uang tunai atau melalui
transfer antar rekening.

2. Layering: Setelah dana dimasukkan ke dalam sistem, pelaku akan mencoba
memutus jejak asal dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan sulit
dilacak, seperti memindahkan uang antar rekening atau membeli aset berharga.

3. Integration: Pada tahap ini, dana yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam
perekonomian dengan tampilan sebagai dana yang sah, misalnya melalui investasi
properti atau bisnis.

Untuk mengatasi masalah ini, hukum pidana perbankan mencakup peraturan Anti
Money Laundering (AML) yang ketat, yang mewajibkan bank untuk menerapkan
kebijakan "know your customer" (KYC), melaporkan transaksi mencurigakan, dan
bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak aliran dana yang mencurigakan.
Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) juga berperan
penting dalam mengoordinasikan upaya global untuk memerangi pencucian uang
(FATF, 2021).

2.4 Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing)

Pendanaan terorisme adalah tindakan mengumpulkan, memindahkan, atau
menyediakan dana untuk mendukung aktivitas teroris. Meskipun jumlah dana yang
digunakan untuk mendanai terorisme sering kali relatif kecil dibandingkan dengan
pencucian uang atau penipuan lainnya, dampaknya terhadap keamanan global bisa
sangat merusak.

Pendanaan terorisme sering kali melibatkan penggunaan sistem perbankan untuk
menyamarkan asal-usul dan tujuan dana tersebut. Menurut laporan dari International
Monetary Fund (IMF, 2021), sistem perbankan global memainkan peran penting dalam
pendanaan terorisme karena memungkinkan pelaku untuk memindahkan dana dengan
cepat dan anonim ke berbagai lokasi di seluruh dunia.

Hukum pidana perbankan bertujuan untuk mencegah pendanaan terorisme dengan
menerapkan standar yang ketat terkait transaksi keuangan yang mencurigakan,
pembekuan aset, dan pelacakan aliran dana lintas negara. Negara-negara di seluruh
dunia telah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan bank untuk melaporkan
transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan aktivitas teroris, serta bekerja
sama dengan otoritas internasional untuk mengidentifikasi dan membekukan dana
yang digunakan untuk mendukung terorisme.

2.5 Kejahatan Siber (Cybercrime) di Sektor Perbankan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan siber telah menjadi salah satu
ancaman terbesar dalam sektor perbankan. Bank yang semakin mengandalkan
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teknologi digital untuk operasional sehari-hari menghadapi risiko serangan siber,
termasuk pencurian data, peretasan sistem, dan serangan ransomware.

Kejahatan siber dalam perbankan dapat mencakup pencurian informasi pribadi atau
finansial nasabah, akses ilegal ke sistem perbankan, dan penggunaan malware untuk
mengganggu operasional bank. Menurut laporan oleh Cybersecurity Ventures (2020),
kejahatan siber global diperkirakan akan menyebabkan kerugian sebesar $6 triliun per
tahun pada tahun 2021, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.

Hukum pidana perbankan di era modern harus mencakup regulasi yang mengatur
keamanan siber dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Bank
diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan yang ketat dan melindungi data
nasabah dari ancaman serangan siber.

2.6 Penggelapan (Embezzlement)

Penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan dana yang dipercayakan kepada
seseorang, biasanya oleh karyawan atau pejabat bank. Dalam kasus penggelapan
perbankan, pejabat bank dapat menyalahgunakan dana nasabah atau aset bank untuk
keuntungan pribadi. Penggelapan sering kali sulit dideteksi karena dilakukan oleh
pihak dalam yang memiliki akses ke sistem keuangan bank.

Hukum pidana perbankan memberikan sanksi berat bagi pelaku penggelapan, serta
menetapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah terjadinya
penggelapan.

Aspek-aspek yang dicakup dalam hukum pidana perbankan meliputi berbagai jenis
kejahatan yang terjadi dalam dunia perbankan, seperti korupsi, penipuan, pencucian
uang, pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan penggelapan. Setiap jenis kejahatan
ini memiliki dampak yang luas terhadap bank, nasabah, dan stabilitas ekonomi secara
keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan bertujuan untuk melindungi
integritas sistem keuangan dan memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut
dapat dicegah, dideteksi, dan dihukum dengan efektif.

c. Perbedaan dengan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana perbankan adalah bagian dari sistem hukum pidana yang berfokus pada
kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan dan keuangan. Tindak
pidana perbankan sering kali berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang kompleks dan
melibatkan dana dalam jumlah besar, yang membedakannya dari tindak pidana umum.
Selain itu, hukum pidana perbankan juga memiliki beberapa perbedaan mendasar
dengan tindak pidana ekonomi lainnya, terutama dalam hal ruang lingkup, sifat
kejahatan, dan mekanisme penegakannya.

Untuk lebih memahami ruang lingkup hukum pidana perbankan, penting untuk
mengeksplorasi perbedaan utama antara tindak pidana perbankan, tindak pidana
umum, dan tindak pidana ekonomi. Dalam bagian ini, akan dibahas perbedaan-
perbedaan tersebut secara terperinci, termasuk dalam hal definisi, karakteristik, dan
tujuan hukum yang mendasarinya.

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup

a. Hukum Pidana Perbankan
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Hukum pidana perbankan merujuk pada aturan-aturan yang mengatur kejahatan yang
terjadi dalam sektor perbankan, baik yang dilakukan oleh individu, karyawan, atau
entitas eksternal, yang melanggar undang-undang perbankan dan keuangan. Kejahatan
dalam hukum pidana perbankan biasanya melibatkan penyalahgunaan sistem
keuangan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, penggelapan dana, dan
kejahatan siber.

Ruang lingkup hukum pidana perbankan cenderung lebih spesifik dan teknis
dibandingkan dengan tindak pidana umum, karena melibatkan regulasi sektor
perbankan dan pengawasan lembaga keuangan. Menurut Bank for International
Settlements (2019), hukum pidana perbankan bertujuan untuk melindungi integritas
sistem keuangan global dengan mencegah kejahatan-kejahatan yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya.

b. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah kejahatan-kejahatan yang melibatkan tindakan yang
melanggar ketertiban sosial dan hukum secara luas, tanpa berfokus pada sektor
ekonomi atau perbankan tertentu. Contoh dari tindak pidana umum termasuk
pembunuhan, pencurian, penyerangan, dan kejahatan lain yang terkait dengan
kerusakan fisik atau kerugian terhadap individu atau properti.

Perbedaan utama antara tindak pidana umum dan tindak pidana perbankan adalah
fokus hukum pidana umum pada perlindungan hak asasi manusia, kehidupan, dan
properti, sementara hukum pidana perbankan lebih berfokus pada melindungi sistem
ekonomi dan keuangan dari eksploitasi atau manipulasi yang melanggar hukum.

c. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan
dengan aktivitas ekonomi, seperti pelanggaran peraturan perdagangan, pajak, dan
monopoli. Tindak pidana ekonomi mencakup segala bentuk kejahatan yang terjadi
dalam konteks aktivitas ekonomi, baik oleh individu maupun entitas, yang bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara ilegal.

Kejahatan ekonomi sering kali melibatkan praktik bisnis yang tidak sah atau
manipulasi pasar, seperti insider trading, manipulasi harga, atau penghindaran pajak.
Walaupun ada tumpang tindih dengan tindak pidana perbankan, kejahatan ekonomi
biasanya lebih luas cakupannya karena mencakup sektor selain perbankan, seperti
industri perdagangan, pasar modal, dan perpajakan.

2.2 Perbedaan Karakteristik Tindak Pidana
a. Fokus Kejahatan

Salah satu perbedaan utama antara tindak pidana perbankan, tindak pidana umum,
dan tindak pidana ekonomi adalah fokus kejahatannya. Tindak pidana perbankan
umumnya berfokus pada kejahatan yang terkait dengan penggunaan atau
penyalahgunaan sistem keuangan dan perbankan. Misalnya, pencucian uang dan
pendanaan terorisme adalah dua contoh utama kejahatan yang sering terjadi dalam
sektor perbankan.

Sebaliknya, tindak pidana umum berfokus pada kejahatan yang secara langsung
mengancam keselamatan dan hak individu atau masyarakat. Contoh kejahatan umum
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seperti pembunuhan, perampokan, dan penyerangan, meskipun serius, tidak berkaitan
langsung dengan sistem keuangan atau ekonomi.

Tindak pidana ekonomi, sementara itu, berfokus pada pelanggaran hukum yang terkait
dengan kegiatan ekonomi dan pasar. Ini bisa mencakup manipulasi harga saham atau
pelanggaran aturan perdagangan internasional. Namun, tindak pidana ekonomi bisa
tumpang tindih dengan tindak pidana perbankan jika kejahatan tersebut melibatkan
penggunaan sistem perbankan untuk mendapatkan keuntungan ilegal, seperti
penipuan dalam proses perdagangan atau investasi.

b. Sifat Kejahatan

Hukum pidana perbankan melibatkan kejahatan-kejahatan yang bersifat teknis dan
sering kali dilakukan dengan menggunakan sistem atau mekanisme keuangan yang
rumit. Misalnya, pencucian uang melibatkan serangkaian transaksi yang dirancang
untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Dalam hal
ini, kejahatan-kejahatan yang dicakup dalam hukum pidana perbankan sering kali
memerlukan pemahaman mendalam tentang operasional bank dan keuangan global.

Sebaliknya, tindak pidana umum umumnya lebih langsung dan sering kali melibatkan
kekerasan fisik atau ancaman nyata terhadap individu atau properti. Dalam tindak
pidana umum, motivasi kejahatan sering kali terkait dengan motif-motif pribadi atau
emosional, seperti balas dendam atau keuntungan pribadi dalam bentuk barang.

Tindak pidana ekonomi sering kali lebih luas cakupannya dan melibatkan aktivitas
bisnis yang bersifat ilegal, seperti penghindaran pajak atau manipulasi pasar. Sifat
kejahatan ekonomi juga sering kali bersifat non-kekerasan, namun dampaknya bisa
sangat signifikan bagi perekonomian suatu negara, terutama jika dilakukan oleh
perusahaan besar atau melalui praktik bisnis yang tidak sah.

c. Kerumitan Penyelidikan dan Penuntutan

Kejahatan dalam sektor perbankan sering kali memerlukan penyelidikan yang rumit
dan teknis, terutama karena transaksi keuangan biasanya melibatkan banyak pihak
dan melintasi yurisdiksi internasional. Hukum pidana perbankan sering kali bekerja
sama dengan regulator keuangan dan bank sentral dalam mendeteksi transaksi
mencurigakan yang dapat mengindikasikan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau
pendanaan terorisme. Menurut FATF (2021), kerjasama lintas negara dan berbagi
informasi antar lembaga adalah kunci keberhasilan penegakan hukum dalam kasus-
kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lintas batas.

Dalam tindak pidana umum, penyelidikan dan penuntutan biasanya lebih sederhana
dan langsung, meskipun kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan atau
penculikan, juga memerlukan investigasi yang mendalam. Tindak pidana umum
umumnya ditangani oleh lembaga penegak hukum domestik tanpa memerlukan
banyak kerjasama internasional.

Tindak pidana ekonomi, seperti manipulasi pasar atau insider trading, juga
memerlukan penyelidikan yang kompleks, terutama karena pelaku sering kali
menggunakan strategi keuangan yang rumit untuk menyembunyikan aktivitas ilegal
mereka. Namun, dibandingkan dengan tindak pidana perbankan, tindak pidana
ekonomi cenderung lebih berkaitan dengan pelanggaran regulasi pasar atau aturan
perdagangan, dan kurang melibatkan aktivitas perbankan secara langsung.

2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum
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1. Hukum Pidana Perbankan

Tujuan utama hukum pidana perbankan adalah untuk melindungi integritas sistem
keuangan dan perbankan serta mencegah kejahatan yang dapat merusak stabilitas
ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Misalnya, peraturan
tentang pencucian uang bertujuan untuk mencegah dana hasil kejahatan masuk ke
dalam sistem keuangan global, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
terorisme atau perdagangan manusia.

Hukum pidana perbankan juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bank dan
lembaga keuangan lainnya mematuhi peraturan anti-pencucian uang (AML) dan
peraturan keamanan siber yang dirancang untuk melindungi nasabah dan sistem
keuangan global. Dalam banyak kasus, bank yang gagal mematuhi peraturan ini dapat
dikenakan sanksi yang berat, baik secara hukum maupun finansial (Arner, 2018).

2. Hukum Pidana Umum

Tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi individu, masyarakat, dan
properti dari kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hukum
pidana umum berfokus pada kejahatan-kejahatan yang dapat merusak kehidupan
manusia secara langsung, seperti pembunuhan, penyerangan, atau pencurian.

Fungsi hukum pidana umum adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan,
memberikan sanksi bagi pelaku, dan menciptakan efek jera untuk mencegah kejahatan
di masa depan. Hukum pidana umum tidak memiliki fokus spesifik pada perlindungan
sistem ekonomi, tetapi lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan
kepentingan sosial.

3. Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi bertujuan untuk melindungi integritas ekonomi suatu negara
dan mencegah praktik bisnis yang tidak sah yang dapat merusak pasar. Kejahatan
ekonomi, seperti penghindaran pajak atau pelanggaran aturan perdagangan, dapat
merusak ekonomi secara signifikan, terutama jika dilakukan oleh entitas bisnis besar
atau dalam skala internasional.

Fungsi hukum pidana ekonomi adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan
perdagangan agar berlangsung secara adil dan sah. Hukum ini memberikan sanksi bagi
pelaku kejahatan ekonomi serta memastikan bahwa pelaku bisnis mematuhi aturan-
aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional dan regulasi ekonomi domestik
(OECD, 2020).

Dalam hal ini, Hukum pidana perbankan memiliki perbedaan yang signifikan dengan
tindak pidana umum dan tindak pidana ekonomi, baik dalam hal fokus, sifat kejahatan,
maupun tujuan hukumnya. Tindak pidana perbankan berfokus pada kejahatan yang
berkaitan dengan sistem keuangan dan lembaga perbankan, yang sering kali
melibatkan transaksi yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Sebaliknya, tindak pidana
umum lebih berfokus pada kejahatan terhadap individu atau properti, sementara
tindak pidana ekonomi mencakup pelanggaran dalam aktivitas bisnis dan
perdagangan.

Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya hukum
pidana perbankan dalam menjaga integritas sistem keuangan global dan melindungi
ekonomi dari dampak negatif kejahatan keuangan. Peran hukum pidana perbankan
menjadi semakin penting di era modern, di mana digitalisasi dan globalisasi
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menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan
dalam sistem perbankan dan ekonomi.
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